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PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTAN
G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DALAM
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang: a.

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang masih terdapat kekurangan
dan belum menampung kebutuhan dan perkembangan keadaan

sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota

Tanjungpinang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4112);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk



Menetapkan

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 320) diubah,

sebagai berikut:

. Pasal 17 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai

berikut:

(1) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan pada Pemerintah
Pusat/Provinsi/Kabupaten /Kota lain, dan/atau tidak
berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah
Daerah maka tidak diberikan TPP ASN.

(2) Dihapus.

(3) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga yang ditugaskan
di Pemerintah Kota Tanjungpinang, TPP ASN dapat diberikan

setara dari kelas jabatannya apabila dari instansi asal tidak



diberikan tambahan penghasilan yang sejenis yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari instansi asal.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan
selama Pegawai ASN tersebut bekerja sebagai tenaga yang
ditugaskan.

(5) Pemberian TPP ASN bagi CPNS, CPNS magang atau sebutan
lainnya yang berasal dari perekrutan Pemerintah daerah atau
lembaga lainnya adalah 80% (delapan puluh persen) dari kelas
jabatannya.

(6) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.

(7) Bagi formasi jabatan CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dan
belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya, diberikan TPP
ASN setara dengan jabatan pelaksana yang telah ditentukan.

(8) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf f dan h, tetap diberikan tambahan penghasilan sesuai

dengan hari kerjanya dalam periode penilaian kinerja.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA
Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 396



